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Abstract 

In the era of regional autonomy, assets are something that is very important for local governments in 

improving services. This research aims to determine the optimization of management of land assets belonging to 

regional governments. Using the asset management cycle theory in securing land assets, namely administrative, 

legal and physical security. This research method uses descriptive qualitative, with data sources being interviews 

with key informants & informants, field observations, and relevant documents. Even though there are several 

land asset management that have not been implemented optimally, the inhibiting factor is that there are several 

assets that cannot be optimally secured in terms of legal security because the basic rights are not found in the 

process of making certificates. Therefore, the regional government has made efforts to secure land assets, 

although some assets are still needs to be improved, so it is recommended to maximize human resources in both 

quantity and quality according to what is needed, improve relevant documents so as to create a good 

government. 
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Abstrak 

Di Era otonomi daerah aset adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah daerah 

dalam meningkat pelayanan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan aset 

tanah milik pemerintah daerah. Menggunakan teori siklus pengelolaan aset dalam pengamanan aset 

tanah yaitu pengamanan administrasi, hukum, fisik. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif 

deskriptif, dengan sumber data wawancara key informen & informen, observasi dilapangan, dan 

dokumen-dokumen yang relevan. Meskipun ada beberapa pengelolaan aset tanah yang belum 

terlaksana secara optimal, Faktor penghambat terdapat beberapa aset yang tidak dapat optimal dalam 

pengamanan hukum dikarenakan hak alas yang tidak ditemukan dalam proses pembuatan sertifikat, 

Maka dari pemerintah daerah telah berupaya dalam pengamanan aset tanah,walaupun beberapa aset 

masih perlu di tingkatkan, Maka disarankan memaksimalkan sumber daya manusia baik jumlah 

maupun kualitasnya sesuai yang dibutuhkan, meningkatkan dokumen dokumen yang relevan 

sehingga tercipta pemerintah yang baik. 

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan aset, pengamanan aset. 
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Pendahuluan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yaitu 

mewajibkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk mewujudkan 

pelaksanaan otonomi pemerintah Kabupaten dan Provinsi memiliki peran yang penting 

untuk pembangunan dan pengelolaan aset daerah. Karena tiap-tiap daerah memiliki 

kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri. 

Aset merupakan salah satu faktor terpenting dalam konteks pelayanan publik dan 

penyenggaraan pemerintah. Pengelolaan aset tanah harus ditangani dengan baik agar aset 

tersebut dapat menjadi salah satu jaminan bagi masyarakat setempat untuk 

mengembangkan kapasitas keuangannya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, aset tersebut akan menjadi beban keuangan, karena 

beberapa diantaranya memerlukan biaya pemeliharaan dan nilainya juga menurun seiring 

waktu (M.Yusuf:2010). 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah didalam pasal 5 pengelolaan barang milik daerah 

meliputi: : perencanaan kebutuhan, penganggaran, penatausahaan, penggunaan, pengadaan, 

pengamanan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penilaian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemusnahan, penghapusan, ganti rugi dan sanksi. 

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah 

merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang 

operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik 

daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, 

Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan 

Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya 

kepastian nilai. 

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah 

daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.  

Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan 

khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif 

dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah 

tersebut, sehingga tata kelola (good governance) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak 

terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik. 

Ruang lingkup kegiatan pengamanan BMD yang harus dilakukan oleh pengelolaan 

Aset Tanah Pemerintah Daerah menurut Mahmudi hidayat, 2012: 23-24 meliputi : 

1. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pengelolaan barang dalam administrasi 

yaitu Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah, Catatan Akuntansi Aset, Laporan 

Mutasi Barang. 

2.  pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan 

jumlah barang dan hilangnya barang Meliputi Bukti kepemilikan berekekuatan 

hukum, sertifikat tanah, Faktur pembelian, Surat Pernyataan hibah. 
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3. pengamanan hukum meliputi kegiatan Pemagaran/pembatasan, Plank kepemilikan, 

Berita acara serah terima barang. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa fenomena yaitu sebagai 

berikut: 

1. Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pengamanan Aset Tanah Milik 

Pemerintah Daerah, bahwa terdapat permasalahan dalam pengamanan hukum  

2. khususnya, Bahwa terdapat beberapa aset tanah yang belum bersertifikat yang 

menjadi perhatian terhadap komisi pemberatansan korupsi. 

3. Berdasarkan sumber data pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

Provinsi Riau, Yang menjadi permasalahan terhadap Jumlah Persil tanah pemprov 

riau yang tidak  bersertifikat, Persantase usulan pemanfataan aset tetap Provinsi Riau 

yang diproses, Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah 

diinventarisasi, Bahwa masih cukup rendah yang tidak sesuai dengan laporan kinerja 

yang tidak mencapai targert rencana strategis. 

 

Tinjauan Pustaka 

Beberapa konsep teoritis yang dianggap mempunyai relevansi terkait permasalahan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengamanan aset tanah yang diteliti yaitu 

Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah ialah Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah 

terdapat Sistem dan Prosedur yang harus dilaksanakan agar Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dapat dikelola dengan baik. (Mahmudi, dalam jurnal Piri 2016) menyatakan bahwa 

sistem akuntansi aset tetap adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, 

dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban. Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021  Tentang Cara 

pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi & Pelaporan Barang Milik Daerah. 

 

Metode 

Bahwa benar adanya data yang diberikan key informen & informen Metode 

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menganalisis 

dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya, serta 

menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Metode Kualitatif menurut Johnny Saldana (2011) 

dalam (Sugiyono, 2020) merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah. Dalam penelitian 

ini, informaasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dengan model analisis interaktif 

menurut Miles huberman, 1992 : 20 dengan empat tahap yaitu : Pengumpulan data, Reduksi 

data, Penyajian Data, Penarik Kesimpulan. Dalam Metode penelitian ini bahwa didalam 

proses wawanacara dilapangan oleh key informan & informen menggunakan metode 

deskriptif kualitatif bahwa menurut informen kenyataan dilapangan ditemukan beberapa 

aset tanah yang belum bersertifikat, Namun terus berupaya dalam proses pembuatan 

sertifikat dengan data yang telah ditemukan jumlah aset tanah di Provinsi Riau 1078 persil 

tanah dikategorikan yang bersertifikat sebanyak 512 persil tanah, yang belum sertifikat 561 

persil tanah, kemudian yang belum target sertifikat 349 persil tanah , yang sedang proses 

sertifikat sejumlah 212 persil tanah dilapangan.
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Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai pengamanan aset tanah milik 

pemerintah daerah di Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau untuk 

mengetahui pengelolaan dalam pengamanan aset tanah tersebut, maka peneliti 

menggunakan teori Pengamanan aset menurut Mahmudi Hidayat 2012 : 23-24).  yaitu ada 3 

indikator, antara lain yaitu : Pengamanan Adminitrasi, secara umum berisikan kegiatan-

kegiatan yang tercakup dalam penatausahaan BMD. Penatausahaan BMD meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD yang berada di bawah penguasaan 

pengguna barang/kuasa pengguna barang. Pengamanan administrasi menekankan pada 

kelengkapan dan ketersediaan dokumen administrasi BMD.Pengamanan Administrasi 

mencakup kedalam (Kartu inventarisasi barang, Catatan Akuntansi Aset, Laporan Mutasi 

Barang). 

Pengamanan Hukum terutama berkaitan dengan kegiatan melengkapi bukti 

kepemilikan menjelaskan bahwa Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan 

atas nama Pemerintah daerah. Pengamanan Hukum mencakup (Bukti kepemilikan 

berkekuatan Hukum, Sertifikat Tanah, Faktur pembelian, surat pernyataan hibah) 

Pengamanan Fisik dilakukan untuk menjamin bahwa secara fisik BMD tidak mengalami 

masalah penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. 

Prosedur pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran 

dan pemasangan tanda batas. Dalam Pengamana fisik  mencakup (Pemagaran/ Batas 

kepemilikan, Plank kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, Berita acara serah 

terima barang).  

Dalam proses pengelolaan barang milik daerah ketiga pengamanan tersebut menjadi 

faktor utama dalam pencapai kinerja pengamanan aset tanah, harus saling berkoordinasi 

terhadapa OPD pemerintah daerah karena dalam pengamanan aset tanah dalam pembuatan 

sertifikat tanah yang termasuk kedalam pengamanan hukum milik pemerintah daerah harus 

saling bekerjasama untuk memaksimalkan proses pembuatan sertifikat tanah karena 

dilapangan masih ditemukan beberapa aset tanah yang belum memiliki sertifikat tanah 

dalam berkekuatan hukum karena menjadi faktornya ialah hak alas yang tidak diketahui, 

hak alasan menjadi acuan utama dalam pembuatan sertifikat, koordinasi terhadap 

stakeholder yaitu Badan Pertanahan Nasional bahwa mengharuskan OPD lain dan Badan 

Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau saling berkoordinasi terhadap 

mengoptimalkan pembuatan sertifikat tanah. Faktor penghambat dalam pengelolaan barang 

milik daerah terhadap Sumber Daya Manusia yang harus berkualitas terhadap pegawai, 

anggaran yang ada, pemerintah daerah Badan Pengelola keuangan & Aset Daerah Provinsi 

Riau terus upaya dalam mengamankan aset tanah mesikipun masih perlu ditingkatkan 

dalam pengamanan hukum.

Tabel 1 

Data Aset Tanah Di Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau  

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 Sudah bersertifikat  512 

 2 Belum bersertifikat  561 

3 Belum target sertifkat  349 

4 Dalam Proses sertifkat 212 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau 
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Data diatas merupakan permasalahan pada aset tanah milik pemerintah daerah pada 

badan pengelola keuangan & aset daerah Provinsi Riau Bahwa pencapaian pemerintah 

daerah telah berupaya dalam sertifikat sebanyak 512 persil tanah, Namun masih belum 

optimal dikarenakan masih terdapat beberapa aset tanah yang belum bersertifikat sebanyak 

516 persil tanah, sedanglan yang belum target sertifikat adalah 349 persil tanah, yang masih 

dalam proses pembuatan sertifikat sebanyak 212 persil tanah ini yang menjadi atensi 

terhadap pemerintah daerah untuk menertibkan aset tanah secara pengamanna hukum. 

 

Gambar 1. 

Anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 
Sumber : LKJIP BPKAD Provinsi Riau 

 

Kesimpulan 

 

Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pengamanan Aset Tanah Milik 

pemerintah daerah bahwa terdapat tiga sub indikator dalam pengamanan aset tanah berupa 

indikator Pengamanan Administrasi, Dalam penelitian Optimalisasi Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. Yakni Optimalisasi  Tanggung jawab terkait Pengamanan Administrasi dinilai 

Cukup Terlaksana, Karena dalam pelaksanaan Program pengamanan administrasi seluruh 

aset tanah pemerintah daerah didata dengan cukup baik sehingga dapat mengetahui aset 

tanah yang sudah bersertifikat, yang masih dalam proses sertifikat, yang belum bersertifikat. 

Kemudia Indikator Pengamanan Hukum, Dalam penelitian Optimalisasi Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. Yakni tanggungjawab terkait pengamanan secara hukum Kurang 

Terlaksana, karena belum optimal koordinasi terhadap lingkup kerja OPD pemerintah 

daerah Provinsi Riau di kabupaten/Kota/Provinsi kepada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Riau dalam terlaksanannya proses sertifikat aset tanah pemerintah 

daerah, dan sehingga kurang terlaksana kinerja terhadap kerjasama BPKAD provinsi Riau 

kepada Badan Pertahanan Nasional karena BPN adalah stakeholder (Pengambil keputusan) 

dalam pembuatan sertifikat aset tanah pemerintah daerah Provinsi Riau. Dan yang terakhir 

Indikator Pengamanan Fisik, Dalam penelitian Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Yakni tanggungjawab terkait pengamanan secara Fisik Kurang Terlaksana, Karena 

belum optimal menyeluruh terhadap aset tanah pemerintah daerah Provinsi Riau terkait 

Pemagaran, Plank kepemilikan yang masih ditemui tidak memiliki plank kepemilikan atas 

nama pemerintah daerah. 
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